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Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami 

ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia 

Tuhan Yang Maha Esa, buku yang Buku Ajar Hukum Laut Internasional 

telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat 

memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa 

saja yang memiliki minat terhadap pembahasan Buku Ajar Hukum Laut 

Internasional. 

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap 

Buku Ajar Hukum Laut Internasional. Kondisi geografis bumi menunjukkan 

bahwa wilayah lautan lebih besar dari wilayah daratan yang otomatis 

sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan manusia berasal dari 

lautan. Secara historis laut memiliki dua fungsi penting yaitu sebagai 

media komunikasi dan sebagai gudang sumber daya. Kedua fungsi ini 

memicu berkembangnya aturan hukum. Seiring dengan pertambahan dan 

perkembangan populasi penduduk yang disertai dengan meningkatnya 

kebutuhan akan sumber daya untuk kelangsungan hidup manusia, 

diperlukan adanya perubahan dalam sistem hukum yang akan mampu 

mengatur penggunaan sumber daya alam yang tersedia di dunia secara 

bijak untuk kesejahteraan bersama umat manusia. Hukum laut 

internasional menjadi satu-satunya cabang hukum internasional yang 

mengalami perubahan evolusioner. Saat ini peran hukum laut sangat 

menonjol dalam mengatur sejauh mana kekuasaan suatu negara terhadap 

laut dan tentang kekayaan yang ada di dalamnya. 

Dalam hukum laut terdapat dua terminologi yakni hukum laut 

(nasional) dan hukum laut internasional. Hukum laut (nasional) dalam arti 

luas yaitu meliputi segala peraturan hukum yang ada hubungannya 

dengan laut yang pembatasannya terletak pada masing-masing negara 

dan mengikat pada warga negaranya. Hukum laut internasional adalah 

kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara 

atas Kawasan laut yang berada di bawah yurisdiksi nasionalnya. Laut 
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memiliki banyak fungsi dan manfaat bagi kehidupan manusia diantaranya 

yaitu sebagai pengontrol iklim di bumi, sumber kekayaan alam, sarana lalu 

lintas kapal dan transportasi dunia, sarana kepelabuhanan, sarana rekreasi, 

sarana untuk memasang kabel, pipa di bawah laut, sarana untuk 

melalukan penelitian ilmiah kelautan, dan lain sebagainya. Peranan hukum 

laut bagi Masyarakat internasional yaitu, hukum laut berfungsi sebagai 

payung hukum di wilayah laut, dengan tujuan menjaga keselamatan 

pemanfaatan laut oleh manusia sebagai masyarakat internasional. 

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat 

beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah 

menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan 
hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati 

secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para 

pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian 

dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan 

karya selanjutnya di masa yang akan datang. 

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak 

yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses 

penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di 

hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak 

dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan 

di Indonesia. 
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A. PENDAHULUAN 

Kondisi geografis bumi menunjukkan bahwa wilayah lautan lebih besar 

dari wilayah daratan yang otomatis sumber daya alam untuk mendukung 

kesejahteraan manusia berasal dari lautan. Secara historis laut memiliki 

dua fungsi penting yaitu sebagai media komunikasi dan sebagai gudang 

sumber daya. Kedua fungsi ini memicu berkembangnya aturan hukum. 

Seiring dengan pertambahan dan perkembangan populasi penduduk yang 

disertai dengan meningkatnya kebutuhan akan sumber daya untuk 

kelangsungan hidup manusia, diperlukan adanya perubahan dalam sistem 

hukum yang akan mampu mengatur penggunaan sumber daya alam yang 

tersedia di dunia secara bijak untuk kesejahteraan bersama umat manusia. 

Hukum laut internasional menjadi satu-satunya cabang hukum 

internasional yang mengalami perubahan evolusioner. Saat ini peran 

hukum laut sangat menonjol dalam mengatur sejauh mana kekuasaan 

suatu negara terhadap laut dan tentang kekayaan yang ada di dalamnya. 

Bagian BAB I ini secara khusus akan membahas terkait dengan Hakekat 

Hukum Laut Internasional yang meliputi pengertian laut secara 
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A. PENDAHULUAN 

Laut merupakan sumber daya alam yang digunakan bagi umat 

manusia, hal ini dapat dibuktikan dengan pelbagai fungsi laut, antara lain 

sebagai:  

1. sumber makanan bagi umat manusia;  

2. jalan raya perdagangan;  

3. sarana untuk penaklukan;  

4. tempat pertempuran ;  

5. tempat bersenang-senang; dan  

6. alat pemisah atau pemersatu bangsa.  

 

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), maka 

fungsi laut telah bertambah lagi dengan ditemukannya bahan-bahan 

tambang dan galian yang berharga di dasar laut dan usaha mengambil 

sumber daya alam.1 Selain itu, laut juga dapat digunakan oleh umat 

manusia sebagai, jalur pelayaran, kepentingan pertahanan dan keamanan 

                                                           
1 Hasyim Djalal, "Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut", Badan Pembinaan 

Hukum Nasional Departemen Kehakiman Penerbit Binacipta, 1979, hlm.l. 
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Sebagaimana kita ketahui bahwa selain berfungsi untuk pelayaran, 

laut juga memiliki nilai potensi sumber daya yang besar yaitu sumber daya 

yang terdapat di perairan yaitu berbagai jenis biota laut seperti ikan, 

kerang dan lainnya dan sumber daya yang berada di dasar perairan seperti 

minyak bumi dan gas bumi.  

Pemanfaatan permukaan laut di masa lalu hanya dimanfaatkan untuk 

kepentingan pelayaran dikarenakan oleh karena masih minimnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi di masa lalu dan akhirnya di masa sekarang, 

dengan sudah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka laut 

sudah dimanfaatkan hingga dasar perairannya. Oleh karenanya, dengan 

semakin berkembang pesatnya zaman yang di ikuti dengan ilmu 

pengetahuan dan teknologi maka hukum laut berkembang pesat Hal ini 

sebagaimana diungkapkan Mauna (2000)34 , bahwa hukum laut yang 

dulunya bersifat unidimensional sekarang telah berubah menjadi 

pluridimensional yang sekaligus merombak filosofi dan konsepsi hukum 

laut di masa lalu. 

                                                           
34 Mauna, B. 2000. Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era 

Dinamika Global. Bandung: Alumni. 
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A. PENDAHULUAN 
Memulai pertemuan dan perkuliahan dengan Bab mengenai zona laut 

menurut UNCLOS 1982 yang terkait dengan hak kedaulatan dan hak 

berdaulat, mahasiswa perlu untuk mempelajari, mengetahui dan 

memahami Perairan Pedalaman, Perairan kepulauan. Perairan territorial, 

Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (exclusive economic zone) (ZEE), 

Landas Kontinen (continen shelf), Laut Lepas (hight seas), Dasar laut 

samudra dalam (international sea bed area). Setelah mempelajari dan 

mendiskusikan materi ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami Zona-

zona laut yang terkait dengan kedaulatan dan hak berdaulat. 

Capaian pembelajaran setelah mempelajari dan mendiskusikan materi 

ini, mahasiswa dapat memahami mengenai Perairan Pedalaman, Perairan 

kepulauan, laut Teritorial, Zona Tambahan Zona Ekonomi Eksklusif, landas 

kontinen, laut lepas dan dasar laut samudra dalam dan mampu 
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KONSEPSI NEGARA KEPULAUAN 

 
Dr. Dyah Ridhul Airin Daties, S.H., M.H. 
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Universitas Pattimura 
 

A. PENDAHULUAN 
Pengakuan konsep negara kepulauan dan pengaturannya dalam 

UNCLOS 1982 mengakibatkan negara kepulauan (archipelagic states), 

memiliki kedaulatan absolut atas wilayah darat, laut dan udaranya. 

UNCLOS 1982 mengatur tentang hak-hak yang dapat dinikmati oleh 

negara kepulauan. Namun UNCLOS 1982 juga memberikan kewajiban 

yang wajib dilaksanakan oleh negara kepulauan yakni: menghormati 

perjanjian internasional yang sudah ada; menghormati kegiatan-kegiatan 

lain yang sah dari negara tetangga yang langsung berdampingan; 

menghormati hak-hak tradisional penangkapan ikan; menghormati dan 

memperhatikan kabel laut yang ada di bagian tertentu perairan 

pedalaman yang dahulu merupakan laut bebas; serta kewajiban untuk 

memberikan akses bagi hak lintas damai dan hak lintas alur laut kepulauan. 

Tujuan dari Bab 6 dan Bab 7 adalah agar mahasiswa mampu 

memahami, menganalisis serta menjelaskan tentang konsepsi negara 

kepulauan yang dimulai dari Deklarasi Djuanda 1957; Pengertian Negara 

Kepulauan Berdasarkan UNCLOS 1982; Karakteristik Negara Kepulauan 
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Fakultas Hukum Universitas Pattimura 

 

A. PENDAHULUAN 
Laut menjadi bagian yang penting bagi kehidupan manusia, secara 

tradisional manusia menggunakan laut terutama sebagai jalan raya 

pengangkutan dalam dunia perdagangan, untuk komunikasi sebagai 

sumber kekayaan bagi keperluan pangan (terutama ikan) dan juga sebagai 

medan peperangan, agresi dan ekspansi. Wilayah laut meliputi; laut 

teritorial, perairan kepulauan, perairan pedalaman, ruang udara di atas 

ketinggiannya, tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang 

terkandung. Laut teritorial merupakan suatu jalur laut yang terletak di 

sepanjang pantai suatu negara berada dibawa kedaulatan negara. Negara 

pantai memiliki kedaulatan dalam wilayah laut teritorial  

Menurut Pasal 2 Konvensi Hukum Laut 1982, kedaulatan negara 

pantai menyambung keluar dari wilayah daratan dan wilayah perairannya 

dan perairan pedalamannya atau perairan kepulauannya ke kawasan laut 

yang disebut laut territorial. Negara-negara akan melaksanakan 

kedaulatannya atas laut territorial dengan memperhatikan ketentuan 

konvensi dan aturan-aturan hukum internasional Batas lebar laut laut 
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DELIMITASI BATAS LAUT 

 
Dr. Josina A. Yvonne Wattimena, S.H., LL.M.  

 

A. PENGANTAR 
Topik pertemuan dan perkuliahan ke tujuh (7) yang akan dikaji 

mengenai Delimitasi Batas Laut. Tujuan dari penyampaian materi 

perkuliahan ini agar mahasiswa dapat mempelajari, mengetahui, dan 

memahami konsep delimitasi laut, dan penerapan delimitasi laut dengan 

Negara tetangga. Capaian pembelajaran setelah mempelajari dan 

mendiskusikan materi ini, mahasiswa mampu untuk mengaplikasikan 

dalam menyelesaikan kasus-kasus delimitasi batas laut antar Negara 

tetangga. 

Indikator capaian setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Konsep Delimitasi 

2. Penerapan delimitasi laut dengan Negara tetangga 

  

B. KONSEP DELIMITASI 

Membahas tentang konsep delimitasi, maka perlu disinggung sedikit 

bahwa delimitasi merupakan salah satu bagian dari sistem pengelolaan 

perbatasan. Selain delimitasi terdapat pula alokasi, demarkasi dan 

administrasi. Ke empat sistem pengelolaan perbatasan tersebut 
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A. PENDAHULUAN 

Laut adalah wilayah yang terluas di Bumi. Menurut E.E. Essien, luas 

laut meliputi tiga perempat dari permukaan Bumi.76 Bukan saja luas, 

namun laut juga kaya akan berbagai potensi sumber daya alam yang 

sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Oleh karena itu, sejak dahulu 

sampai sekarang, laut selalu memiliki peran yang sangat penting dan 

strategis bagi perkembangan peradaban umat manusia. Begitu pentingnya 

laut bagi umat manusia membuat manusia selalu menggantungkan hidup 

dan kehidupannya pada laut.  

                                                           
76 EE Essien, Essays in International Law of the Sea (Golden Educational Publishers 

1994) 108; E Holmina,‘Common Heritage of Mankind in the Law of the Sea’ (2005) 1 
Acta Societas Tis Martensis 187. 

BAB  

8 



 

Potensi dan Eksploitasi Sumber Kekayaan Alam di Wilayah Laut | 129 

DAFTAR PUSTAKA 

 
David Harris, Cases and Materials on International Law (6th edn, Sweet & 

Maxwell 2004) 467. 

E Holmina, Common Heritage of Mankind in the Law of the Sea (2005) 1 

Acta Societas Tis Martensis 187. 

E. Essien, Essays in International Law of the Sea (Golden Educational 

Publishers 1994) 108; 

Håkan Eggert dan Mads Graeker, 'Dampak Perikanan Global terhadap 

Negara Berkembang: Kemungkinan Pendapatan dan Ancaman 

Penipisan' (2009) Lingkungan untuk Pembangunan 1, Hlm 2 

Jean-Paul Troadec, ‘Harvesting the Seas’ in Patrick Safran (ed), Fisheries 

and Aquaculture - Volume I (EOLSS Publications 2009);  

Malcolm Shaw, International Law (5th edn, Cambridge University Press 

2003) 157;  

S. Cullis-Suzuki and D Pauly, Failing the High Seas: A Global Evaluation of 

Regional Fisheries Management Organizations, (2010) 34 Marine 

Policy 1036. 

Vincent Iwunze, “Enhanced Fishing Rights under the United Nations 
Convention on the Law of the Sea, 1982: The Challenges 

Confronting Developing Countries” Groningen Journal of 

International Law, vol 7(2): (2020), p 158 

Z. Hongzhou, China’s Fishing Industry: Current Status, Government Policies 
and Future Prospects (China as a Maritime Power Conference, 

Arlington, 28–29 July 2015) 1–2. 

 

  



 

 

 

 
 

TANGGUNG JAWAB NEGARA PANTAI 

TERHADAP PERLINDUNGAN DAN 

PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT 

 
Dr. Johanis Steny Franco Peilouw, S.H., M.H. 

Universitas Pattimura 
 

A. PENDAHULUAN 

Lingkungan laut sangat bermakna bagi kelangsungan hidup manusia, 

sebagai sumber makanan, memiliki sumber daya kekayaan alam laut yang 

luar biasa banyaknya seperti sumber daya energi, sumber daya mineral, 

sumber daya minyak dan gas bumi, sumber daya perikanan, di samping itu 

laut juga dipakai sebagai destinasi pariwisata, wadah untuk transportasi 

manusia antar pulau, dan masih banyak sumber daya kekayaan alam laut 

yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umat manusia. Sejalan dengan 

pendapat yang dikemukakan oleh (Lidkadja: 1985) bahwa: 

Di abad ke-20 ini fungsi laut telah meningkat dengan ditemukannya 

bahan-bahan tambang dan galian yang berharga di dasar laut dan 

dimungkinkannya usaha-usaha mengambil kekayaan alam tersebut, 

baik di airnya maupun di dasar laut dan tanah di bawahnya.  
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Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon 
 

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS: 

Diharapkan setelah mempelajari materi ini mahasiswa memiliki 

kemampuan untuk menjelaskan pengertian penyelesaian sengketa 

hukum laut, prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa 

berdasarkan UNCLOS 1982.  

 

Hubungan internasional yang diadakan oleh negara dengan negara 

maupun negara dengan subjek hukum lainnya memiliki kompleksitas 

dalam setiap interaksinya. Hubungan internasional ini seringkali tidak 

berjalan dengan baik, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor dan 

kepentingan dari setiap negara. Hubungan ini seringkali menimbulkan 

konflik yang mengarah pada sengketa diantara negara.  

Dewasa ini sengketa internasional tidak hanya melibatkan sengketa 

antar negara saja tetapi sebagai sengketa antara subjek hukum 

internasional. Sehingga dapat diartikan bahwa sengketa internasional 

adalah sengketa antara negara dengan negara, antara negara di satu pihak 

dengan individu, atau badan hukum internasional, atau organisasi 
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